
PERATURAN BIJPATI ACEI{ BBSAR

NOMOR 55 TAHUN 20iB
,ItrNTANG

HASIL ANALiSIS .JABATAN PADA Bi\i]AN KEPtrGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
:iUMBER DAYA MANtilll/r KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang

Mengingat :1

BI SMILLAH I I{ ITAHMANI RRAHI M

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI A(JEH BESAR,

a. bahwa analisis .iabatan adalah proses, metode dan teknik
untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi
informasi jabatiln yang terdiri dari uraian jabatan dan peta
jabatan;

b. bahwa dalarn rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 4t,
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Ke-pegawaian .dtl
Pen{embangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh
Besar, perlu dilakukan penyusunan uraian jabatan;

c. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Besar tentang Hasil Analisis Jabatan pada
Badan Kepegau,aian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Aceh Besar.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukar-r Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran t'tegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor
ro92); .

Undang-Und:rng Nomor 44 Tahun 1999 tentang
penyelJnggaraan Keistimewaan Propinsi Daer_ah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 772, Tambahan 

-Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik indone sia Nomor a633);

S.undang-Undang I+u\
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5. Undang-Undang Nomor s rahun 2or4 tentang Aparatur
sipil Negara (i-e'mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9a);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tilhun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undarrg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran
Negara Repubiik lndonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 i'{omor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887);

8. Peraturan Peme rintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor a83);

lO.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20lB Nomor 1273);

1 1. Qanun Kabupate n Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2076
Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Nomor 55).

12, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh
Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2OL7
Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG HASIL ANALISIS
JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ACEH BESAR.

MANUSIA KABUPATEN

BAB I
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi
Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang
diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan menguruls
sendiri urusztn premerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesual dengan Peraturan Perundang-Undangan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia bcrdasarkan undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten dan Dewan Perwakilan Ralcyat Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing'

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur
penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri
atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh
Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang
dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil.

5. Badan Kepeeau,aian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia adaiah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Dava Mnnusia Kabupaten Aceh Besar.

6. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Jabatan
pelaksana Pegav;ai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggtrngjalab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
p"luk...,aan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu secara mandiri.

7. Analisis Jabertan adaiah proses, metode dan teknik untuk
mendapatkeiri rlata jabatan yang diolah menjadi informasi
jabatan gr-lli;1 penyusunan kebijakan program
pembinaanf penataan kelembagaan, kepegawaian,
icetatalaksanelan dan perencanaan kebutuhan pendidikan
dan pelatihan scrta umpan balik bagi organisasi dan tata
laksana.

8. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat
btJtl pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

g. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi negara.

loJabatan... tvh
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10. Jabatan pe1;aksana yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, we\\'en,rltg dan hak seseorang PNS dalam rangka
menjalankan tngas pokok dan fungsi keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi,

BAB II

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

Dengan Peraturirn Bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari:
a. uraian jabatan struktural; dan
b. uraian jabatan pelaksana.

Pasal 3

(1) Uraian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a terdiri dari jabatan kepala badan,
sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala
sub bidang.

(2) Uraian jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 2 hurtrf b meliputi semua jabatan pelaksana yang
berada di barvzrh jabatan struktural eselon terendah.

(3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan uraian jabatan yang mencakup:
a. identitas jabatan;
b. ringkasan tugas jabatan;
c. rincian trrgas jabatan;
d. wewenilng,
e. tanggung jtn,,,ab;
f. hasil ker,ja;
g. bahan ker.;a;
h. perangkat kerja
i. hubungan jabatan;
j keadaan tempat kerja;
k. upaya fisik;
L kemungl<inan resiko bahaya; dan
m. syarat jabatan.

Pasal 4

(1) Uraian jabatan struktural dan jabatan pelaksana
sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 lebih lanjut
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkari rlari Peraturan Bupati ini.

(2) Peta Jabatarr sctragaimana tercantum dalam lampiran II
yang merupakein bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupzlti ini.

t1BAB III
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. BAB III
KEGIJNAAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 5
Hasil analisis .jabatan digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan kt:bijakan program pembinaan/penataan
keiembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
aparatur.
Hasil analisis jabatan cligunakan sebagai dasar dalam
penyusunan kebi jakan program dan kegiatan serta
pedoman pelaksanaan tugns bagi setiap pemangku jabatan
sesuai lingkup tugers dan fr-rngsinya.

BAB IV
IiTTENTUAN PENUTUP

Pasai 6
Dengan berlakunl,a Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Aceh Besar Nomor 63 Tahun 2O1O tentang Hasil
Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum
Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Aceh []cs:rr (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2010 Nomor 63) dan Keputusan Bupati Aceh Besar
Nomor 416 Tahur-r 2012 tentang Penetapan Hasil Analisis
Jabatan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Aceh Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Pera[uran Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 September 2018 M

22 Dz:ulhijjaln 1439 H

pz

Diundangkan Cr Kota Jantho
pada ranggal ,l_ _*ic'ptember 2018 M

-l.l Dzr-rlh5jah 1439 l1

F

BERITA DAfr;RAi i I{ABUPATEN
TAi{UN 201,q \()\f ()R 55

PATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

SEKRETAF{IS DAERAH
KABLIP,ITtrN ACEH BESAR,

ISIiAND

ACEH BI]]SAR


